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Dokumen RUP

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk
mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung
Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : sirup.lkpp.go.id.

Data yang terdapat pada berkas ini dipopulasi secara otomatis oleh SIRUP pada tanggal 08-01-2019 19:26:08. Berkas ini berisi data paket-paket Rencana Umum Pengadaan yang telah diisi
melalui sirup, baik yang sudah diumumkan atau pun yang masih berupa draf. Untuk melihat paket yang telah terumumkan dan lebih terbaru silakan kunjungi link ini
http://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/swakelola/satker/19008 dan http://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/penyediasatker/satker/19008
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1. Paket Penyedia
1.1. Paket Penyedia Terumumkan

Pemilihan

Kegiatan Nama Paket Lokasi Keterangan S~

Pelayanan Hubungan TKDN: Ya
Masyarakat, Hukum A ; Biaya

ey Fumigasi/Pelestarian R ,
dan Kerjasama, TU Fumigasi/Pelestari
Pimpinan dan Perpustakaan MK dan 3 Paket APBN Jakarta Pusat an Perpustakaan Pengadaan 113.500.000

Penyampulan Buku (Kota) Langsung
Protokol, TU Perpustakaan dan Penyampulan
Kepaniteraan dan P Buku
Risalah Perpustakaan
Pelayanan Hubungan
Masyarakat, Hukum TKDN: Ya
dan Kerjasama, TU Langganan Jurnal Biaya Langganan
Pimpinan dan Elektronik/Hukum 1 Paket APBN ‘(]gl(;g;[a Sl Jurnal Egrr]lgsattjir?an 54.450.000
Protokol, TU Online Elektronik/Hukum gsung
Kepaniteraan dan Online
Risalah
Pelayanan Hubungan
Masyarakat, Hukum .
g?r?] Kir?gr?sd%rna, TU Langganan Koran dan 1 Paket APBN Jakarta Pusat gg}?aNl;;r(%ganan Pengadaan 381.600.000
P Majalah MK (Kota) Koran dan Majalah |Langsung R

Protokol, TU MK
Kepaniteraan dan
Risalah
Pelayanan Hubungan Jakarta Barat
Masyarakat, Hukum (Kota),Jakarta
dan Kerjasama, TU Barat TKDN: Ya :
Pimpinan dan pencetakan Bahan 14 paket |APBN (Kota) Jakarta  |Biaya Pencetakan [Penuniukan 1.200.000.000
Protokol, TU Barat Bahan Publikasi gsung
Kepaniteraan dan (Kota),Lainnya,Lain
Risalah nya
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Pelayanan Hubungan
Masyarakat, Hukum
dan Kerjasama, TU
Pimpinan dan
Protokol, TU
Kepaniteraan dan
Risalah

Short Course
Internasional

1 Paket

APBN

Jakarta Pusat
(Kota)

TKDN: Ya
Program Short
Course
Internasional
merupakan
program pelatihan
singkat (short-
course) bagi
pegawai/karyawan
di lingkungan
Mahkamah
Konstitusi.Program
short course ini
juga mengikut-
sertakan
pegawai/karyawan
Mahkamah
Konstitusi luar
negeri yang dikirim
untuk mengikuti
program tersebut di
Mahkamah
Konstitusi RI
Program ini
dimaksudkan untuk
meningkatkan
kontribusi
pegawai/karyawan
untuk
perkembangan
internasionalisasi
dukungan
administrasi
peradilan konstitusi
dan
penyelenggaraan
pengelolaan
peradilan konstitusi
yang lebih baik di
lingkungan
Mahkamah
Konstitusi.

Lelang Umum

1.869.760.000

Pembangunan,
Rehabilitasi,
Pengadaan,
Peningkatan Sarana
dan Prasarana

Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
Ruang Sidang

1 Paket

APBN

Jakarta Pusat
(Kota),Jakarta
Pusat (Kota)

TKDN: Ya
Pengadaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Ruang Sidang

Lelang Umum

1.220.000.000
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TKDN: Tidak
Pembangunan, Melakukan
Rehabilitasi, Pekerjaan
7 |Pengadaan, I\PA%T]?(Z%"SQ Ig(%?[i/tusi 1 Paket APBN ‘(ngg,‘[f’g;a Pusat Pengadaan CCTV |Tender Cepat 500.000.000
Peningkatan Sarana di Gedung
dan Prasarana, Mahkamah
Konstitusi
TKDN: Tidak
1. Melakukan
Pekerjaan
Pengadaan
Pembangunan, PSR ImpI%mentasi
Rehabilitasi, :znplementaflt SIS Telara Eeal Sistem Keamanan 15.223.241.00
8 [Pengadaan, eamanan mtrusion 4 o APBN IPS Mahkamah Tender Cepat e
Peni Prevention System (Kota) o 0
eningkatan Sarana (IPS) Mahkamah Konstitusi
dan Prasarana, e 2. Menyediakan
dan memastikan
keamanan layanan
TIK Mahkamah
Konstitusi
TKDN: Ya
Terdiri dari
Pengadaan
Konsultan
Perencana
Pembangunan, Penataan Ruang
Rehabilitasi, Kerja Pegawai,
9 |Pengadaan, renataan Ruang 1Paket |APBN \(Jlgl(;g;ta Pusat Penataan Interior |Tender Cepat | 1.963.000.000
Peningkatan Sarana J Ruang Kerja
dan Prasarana, Tahap, Pengadaan
Konsultan
Pengawas
Penataan Interior
Ruang Kerja
Pegawai
Pembangunan, TKDN: Ya
Rehabilitasi, Pengadaan ICT el Eresl Pengadaan ICT
10 |[Pengadaan, Mahkamah Konstitusi |1 Paket APBN (Kota) Mahkamah E-Purchasing 3.323.637.000
Peningkatan Sarana |Tahun 2018 Konstitusi Tahun
dan Prasarana, 2018
Pembangunan, N: Y
Rehabilitasi, - TKDN: Ya
11 |Pengadaan, Renovasi Ruman 1Paket |APBN gg‘gfg)ta Pusat Renovasi Rumah |Tender Cepat | 2.664.220.000
Peningkatan Sarana Jabatan
dan Prasarana,
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TKDN: Ya
Operasional Mesin
Penanganan Perkara Otentifikasi untuk
PUU, SKLN, PHPU mendukung proses
Legislatif, PHPU Jakarta Pusat persidangan
Presiden dan Wakil ; ; (Kota),Jakarta konstitusi agar ;
12 |Presiden, PHPU Operasional Mesin |1 paket  |APBN Pusat P e Penunjukan 850.000.000
Gubernur, PHPU (Kota),Jakarta Putusan gsung
Bupati, PHPU Pusat (Kota) Mahkamah
Walikota dan Perkara Konstitusi sangat
Lainnya sulit dipalsukan
atau dirubah oleh
siapapun
TKDN: Ya
Pemeliharaan
perangkat
teknologi yang
Penanganan Perkara L
PUU, SKLN, PHPU dimillki oleh Mie
Legislatif, PHPU , Jakarta Pusat melipuli Texknologi
Presiden dan Wakil Pekerjaan (Kota),Jakarta Court Recording
: Pemeliharaan ICT 1 System, Teknologi
13 |Presiden, PHPU Mahk .. |1 Paket APBN Pusat > Lelang Cepat 2.958.000.000
Gubernur. PHPU ahkamah Konstitusi (Kota),Jakarta Video Conference,
o) RI TA 2018 1 Teknologi Website
Bupati, PHPU Pusat (Kota) Teknoloai '
Walikota dan Perkara ! exnolog|
Lainnya infrastruktur dan
Operating system
yang telah
terintegrasi, dan
lain-lain
Penanganan Perkara .
PUU, SKLN, PHPU TKDN: Ya
Presiden dan Wakil Pemuatan Putusan . . ;
14 |Presiden, PHPU MK di Media Massa |24 Paket |APBN Z]I?lé?ega ezl (baik majalah  _|Penunjukan 1.733.460.000
Gubernur, PHPU dan Berita Negara rFr>1aupun oran) dan Langsung
Bupati, PHPU emdqatan_ putusan
Walikota dan Perkara NK | Berita
Lainnya €gara
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15

Penanganan Perkara
PUU, SKLN, PHPU
Legislatif, PHPU
Presiden dan Wakil
Presiden, PHPU
Gubernur, PHPU
Bupati, PHPU
Walikota dan Perkara
Lainnya

Pengadaan ATK
Persidangan

1 Paket APBN

Jakarta Pusat
(Kota)

TKDN: Ya
Pengadaan ATK
Persidangan

E-Purchasing

1.512.000.000

16

Penanganan Perkara
PUU, SKLN, PHPU
Legislatif, PHPU
Presiden dan Wakil
Presiden, PHPU
Gubernur, PHPU
Bupati, PHPU
Walikota dan Perkara
Lainnya

Pengadaan ATK
Persidangan

1 Paket APBN

Jakarta Pusat
(Kota)

TKDN: Ya
Pengadaan ATK
Persidangan

E-Purchasing

1.568.000.000
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17

Penanganan Perkara
PUU, SKLN, PHPU
Legislatif, PHPU
Presiden dan Wakil
Presiden, PHPU
Gubernur, PHPU
Bupati, PHPU
Walikota dan Perkara
Lainnya

Pengadaan Buku dan
Bahan Hukum
Konstitusi dan
Ketatanegaraan

Jakarta Pusat

4 Paket (Kota)

APBN

TKDN: Ya
Tujuan Pengadaan
Buku dan Bahan
Hukum Konstitusi
dan
Ketatanegaraan
adalah (1)
Menambah koleksi
perpustakaan
Mahkamah
Konstitusi; (2)
Menambah
referensi bagi
hakim konstitusi
dalam menangani
perkara-perkara
yang ada di
Mahkamah
Konstitusi; (3)
Memberikan
kesempatan bagi
masyarakat untuk
membaca buku-
buku secara lebih
lengkap; (4)
Membantu
perkembangan
ilmu pengetahuan
khususnya bidang
hukum.

Pengadaan
Langsung

640.000.000
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Penanganan Perkara
PUU, SKLN, PHPU

TKDN: Ya

Jasa penggandaan
melayani
penggandaan
berupa fotocopy
seluruh kegiatan
perkantoran di MK
yang meliputi
pemenuhan
penggandaan
administrasi baik
itu justisial maupun
penggandaan
administrasi umum
yang dilakukan
oleh seluruh unit

2 kerja baik
Legislatif, PHPU ;
Presiden dan Wakil Pengadaan Jasa Jakarta Pusat Kepaniteraan Lt
18 |Presiden, PHPU Penggandaan Tahun |1 Paket  |APBN = MEELTeCIL 9 864.336.000
Gubernur, PHPU 2018 (Kota) Kesekretariatan Sederhana
Bupati, PHPU Jenderal. Jasa
Walikota dan Perkara Penggandaan juga
Lainnya memberikan
pelayanan untuk
kegiatan yang
dilakukan di luar
kantor baik itu
kegiatan yang
dilaksanakan di
dalam kota
maupun luar kota.
Jasa Penggandaan
tersebut juga
melayani ringan
atas dokumen-
dokumen yang
diperlukan oleh unit
kerja.
Penanganan Perkara _
PUU, SKLN, PHPU TKDN: Ya ‘
Legislatif, PHPU sewa %_erang a’;l
Presiden dan Wakil Sewa Lisensi Search Jakarta Pusat PG Ve searcd h |Penunjukan
19 |Presiden, PHPU 1 Paket |APBN €ngine yang suda ) 183.147.000

Gubernur, PHPU
Bupati, PHPU
Walikota dan Perkara
Lainnya

Engine

(Kota)

teruji dan integrasi
dengan pusat data
MK dan sistem
informasi MK

Langsung
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Penanganan Perkara TKDN: Ya
PUU, SKLN, PHPU sewa peralatan
T oy sewa peralatan
Présion dan waki |Penanganan perara karapusat [penas
20 |Presiden, PHPU P ilih 2 Paket APBN perselisihan hasil [Lelang Cepat 3.829.905.000
Gubernur, PHPU pemilihan gubernur, ey pemilihan
Bupati, PHPU tatjhpuar;uzc?lnswal ol gubernur, bupati
Walikota dan Perkara dan walikota tahun
Lainnya 2018
Penanganan Perkara TKDN: Ya
PUU, SKLN, PHPU Pengadaan Sewa
Legislatif, PHPU Jakarta Pusat Koneksi Jaringan
Presiden dan Wakil gg\rg?dgr? Na:]PJg?gf(k (Kota),Jakarta VPN-IP Video
21 |Presiden, PHPU Jauh Maﬁkamah 1 Paket APBN Pusat Conference Lelang Cepat 7.500.000.000
Gubernur, PHPU Konstitusi RI TA 2018 (Kota),Jakarta Mahkamah
Bupati, PHPU Pusat (Kota) Konstitusi dengan
Walikota dan Perkara 42 titik di seluruh
Lainnya Indonesia
Pendidikan dan
Pelatihan Hak - g TKDN: Ya
P Diseminasi : . . .
Konstitusional Warga Biaya Diseminasi :
22 |Negara serta Igg;l?nmgﬁggagerkara 4 Paket |APBN ‘(Jslgg;[a SusR Perkembangan E:r?uglﬂl#]kan 3.200.000.000
Diseminasi Perkara Konstit%si Penanganan gsung
Konstitusi dan Perkara Konstitusi
Putusan MK
Pendidikan dan
Pelatihan Hak
Konstitusional Warga |~ N TKDN: Ya
23 |Negara serta '\Dﬂliemlna& Putusan 2 paket APBN \(Jéllg?;;[a Pusat Biaya Diseminasi Egr?gsgr?an 2.201.567.000
Diseminasi Perkara Putusan MK gsung
Konstitusi dan
Putusan MK
Pendidikan dan
Pelatihan Hak TKDN: Ya
Konstitusional Warga |Diskusi Publik tentang Biaya Diskusi :
24 |Negara serta Isu Hak Konstitusional |2 Paket APBN ‘(Jslgg;[a PUEEL Publik tentang Isu E:r? ugljjl#]kan 1.200.000.000
Diseminasi Perkara  |Warga Negara Hak Konstitusional gsung
Konstitusi dan Warga Negara
Putusan MK
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TKDN: Ya
Pengadaan
Seminar Kit
Kegiatan
- Pendidikan dan
Egg;ﬂg‘fﬂlgsn Pengadaan Seminar Pelatihan Hak
Konstitusional Warga Kit Kegiatan Konstitusional
25 |Negara serta Pendidikan dan 1Paket |APBN Bogor (Kab.),Bogor|Warga Negara || ojang Umum | 1.368.150.000
Diseminasi Perkara Pelatihan Hak (Kab.) Tahun 2018
Konstitusi dan Konstitusional Warga berupa Tas
Putusan MK Negara Tahun 2018 Ransel, Note
Spiral, Tali ID
Card, Bolpen
Metal, Kartu Nama
Plastik (Co Card),
dan Flashdisk
Pengelolaan gg?aN: Ya
Kerumahtanggaan, Biaya Pemeliharaan ]
26 |Pengadaan, Gedung Kantor dan |1 Paket APBN ‘(]I%lég;a L (Pazrdnfrlllhéllégﬁ?or Lelang Umum 1.174.375.000
Perlengkapan, Arsip, |Rumah Negara dan Rugmah
dan Ekspedisi Negara
Pengelolaan )
TKDN: Ya
Kerumahtanggaan : : .
: Biaya Pemeliharaan Jakarta Pusat Biaya Pengadaan
27 Egﬂgﬁgﬁggén Arsip Kendaraan Roda 2 18 Paket  |APBN (Kota) Pemeliharaan Langsung 65.520.000
dan Ekspedisi Kendaraan Roda 2
Pengelolaan
Kerumahtanggaan, - o TKDN: Ya
28 |Pengadaan, Eg:l%/ga?:%ablltay 5 Paket APBN ‘(nggg;a AUzl Biaya Rehablitasi Egr? gsgr?an 181.133.000
Perlengkapan, Arsip, Kendaraan gsung
dan Ekspedisi
Pengelolaan
Kerumahtanggaan, TN TR TKDN: Ya
29 |Pengadaan, Diglalisasi Arsip 1Paket |APBN gg‘gfg)ta Pusat Digitalisasi Arsip |- cngadaan 167.270.000
Perlengkapan, Arsip, MKRI gsung
dan Ekspedisi
Pengelolaan
Kerumahtanggaan, _ _ Telarie Frosl TKDN: Ya _
30 |Pengadaan, Diklat Bahasa Inggris |2 Paket APBN (Kota) Biaya Diklat E-Purchasing 500.988.000
Perlengkapan, Arsip, Bahasa Inggris
dan Ekspedisi
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Pengelolaan
Kerumahtanggaan, TKDN: Ya
31 |Pengadaan, Jamuan Tamu 12 Paket |APBN ‘(:’25?5[& Pusat Pengadaan Egr?gsgr?an 2.249.449.000
Perlengkapan, Arsip, Jamuan Tamu gsung
dan Ekspedisi
Pengelolaan TKDN: Y
Kerumahtanggaan, Keperluan Pokok ‘ . Ya
32 |Pengadaan, Sehari-hari 280 paket |APBN Z’Q‘gf‘;)ta Pusat Biaya Keperluan  \Pengadaan 425.600.000
Perlengkapan, Arsip, |Perkantoran DerlenierEn gsung
dan Ekspedisi
TKDN: Ya
Pengelolaan Keperluan Pokok Biaya Keperluan
Kerumahtanggaan, Sehari-hari Pokok Sehari-hari (o 0adaan
33 |Pengadaan, Perkantoran Pusat 1 Paket APBN Bogor (Kab.) Perkantoran Pusat Lan gsun 60.000.000
Perlengkapan, Arsip, |Pendidikan Pancasila Pendidikan gsung
dan Ekspedisi dan Konstitusi Pancasila dan
Konstitusi
Pengelolaan
Kerumahtanggaan, APBN, Jakarta Pusat TKDN: Ya
34 |Pengadaan, Langganan Dayadan |15 paket |APBN, |(Kota)Jakarta  |BiayaLangganan | Sngadaan 6.312.864.000
Perlengkapan, Arsip, APBN Pusat (Kota) Daya dan Jasa gsung
dan Ekspedisi
Pengelolaan .
TKDN: Ya
Kerumahtanggaan, ; ;
35 |Pengadaan, Pakgign Dinas 1Paket |APBN |JakartaPusat - |Pengadaan E-Purchasing 360.460.000
. Pegawai (Kota) Pakaian Dinas
Perlengkapan, Arsip, Peqgawai
dan Ekspedisi 9
Pekerjaan TKDN: Tidak
Pengelolaan Gedung Biaya Pengelolaan
Pengelolaan Kantor dan Rumah e Gedung Kantor
Kerumahtanggaan, Negara, Jasa (R ) Vel dan Rumah 23.998.007.00
36 [Pengadaan, _ Peggerﬁudi e 1 Paket APBN Pusat Negara, Jasa Lelang Cepat T
Perlengkapan, Arsip, - |1ena0a Pengamanan I(:,KOta)"]fkarta Pengemudi dan
dan Ekspedisi Mahkamah Konstitusi Ll (o) Tenaga
RI TA 2018 Pengamanan
TKDN: Ya
Biaya
Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan
Egﬂ?ﬁgﬁgg aan Kantor dan Rumah Gedung Kantor
37 |p ggaan, Negara Pusat dan Rumah | 000
engadaan, . Pendidikan Pancasila |1 Paket APBN Bogor (Kab.) Negara Pusat Lelang Umum 350.000.
ggglinkgskae%?gi' Arsip, dan Konstitusi Tahun Pendidikan
P 2018 Pancasila dan
Konstitusi Tahun
2018
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Pengelolaan )
TKDN: Ya
Kerumahtanggaan - :
’ Pemeliharaan Jakarta Pusat Biaya Pengadaan
38 ggngﬁgﬁggén Arsip Kendaraan Roda 4 43 paket  |APBN (Kota) Pemeliharaan Langsung 1.280.600.000
dan Ekspedisi Kendaraan Roda 4
TKDN: Ya
- Biaya
Pemeliharaan :
Kermahtanggaan, |Peralatan dan Mesin Peraiatan dan
39 |Pengadaan, - |LainnyaPusat oo | ApgN Bogor (Kab.) Mesin Lainnya Pengadaan 40.000.000
Perlgn kapan, Arsi Pendidikan Pancasila ? . Pusat Pend')(;'kan Langsung o
dan Ekgs e%isi’ P |dan Konstitusi Tahun Pgncas'la d|ar|1
P 2018 Konstitulsi Tahun
2018
Pengelolaan TKDN: Ya
Kerumahtanggaan, Pemeliharaan Biaya
40 |Pengadaan, Peralatan 1 Paket APBN ‘(]Slétaga el Pemeliharaan E-Purchasing 40.183.000
Perlengkapan, Arsip, |Persidangan Peralatan
dan Ekspedisi Persidangan
Pengelolaan }
TKDN: Ya
Kerumahtanggaan : :
’ Pemeliharaan Jakarta Pusat Biaya Pengadaan
41 Egngﬁgﬁggén Arsip Peralatan Poliklinik 4 Paket APEL (Kota) Pemeliharaan ~  |Langsung 20.000.000
dan Ekspedisi Peralatan Poliklinik
Pengelolaan TKDN: Ya
Kerumahtanggaan, Pemeliharaan Pusat Jakarta Pusat Biaya
42 |Pengadaan, Sejarah Konstitusi dan|1 Paket APBN (Kota),Jakarta Pemeliharaan Lelang Umum 727.000.000
Perlengkapan, Arsip, |MK Pusat (Kota) Pusat Sejarah
dan Ekspedisi Konstitusi dan MK
TKDN: Ya
Pengelolaan Biaya
43 Eg%rggggnggaan' Pemelinaraan Sarana |1 payer  |appy  [JakataPusat |ZSTSINRIEET |Pengadaan 323.200.000
Perlengkapan, Arsip, Kantor (Kota) meliputi Inventaris Langsung
dan Ekspedisi Eqntor ’dFI)Ig:’
rinter,
Pengelolaan .
TKDN: Ya
Kerumahtanggaan, - !
Pemeliharaan Sound Jakarta Pusat Biaya Pengadaan
A Egﬂgﬁgﬁggén Arsip System T Rake RPBR (Kota) Pemeliharaan Langsung 50.000.000
dan Ekspedisi Sound System
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TKDN: Ya
Pengelolaan Biaya Pengadaan
Kerumahtanggaan, Box Arsip untuk
45 |Pengadaan, 'Izssr:gadaan Boks 1 Paket APBN \(JSI(;?;;[& Pusat Pembinaan E:r?gggﬁan 14.175.000
Perlengkapan, Arsip, P Pengelolaan gsung
dan Ekspedisi Kearsipan di
lingkungan MK
Pengelolaan
Kerumahtanggaan, Jakarta Pusat TKDN: Ya
46 |Pengadaan, pengadaan Jas untik |y paket  |APBN (Kota),Jakarta Pengadaan Jas  |E-Purchasing 237.476.000
Perlengkapan, Arsip, 9 Pusat (Kota) untuk Pegawai
dan Ekspedisi
Pengelolaan TKDN: Ya
Pengadaan
Kerumahtanggaan, - Pengadaan
47 |Pengadaan, Makan/Minum 12 Paket |APBN Z]slgg)ta Pusat Makan/Minum Pengadaan 151.050.000
Perlengkapan, Arsip, Tahan Tubuh y Penambah Daya gsung
dan Ekspedisi Tahan Tubuh
TKDN: Ya
Egpﬁrﬁfﬂl‘i‘ggg gaan Pengadaan Toga ) Pengadaan Toga
' Hakim Konstitusi dan Jakarta Pusat Hakim Konstitusi ;
48 Eengadaan, ' Lencana/PIN Pejabat 1 Paket APBN (Kota) darniienc. eI E-Purchasing 144.000.000
erlengkapan, Arsip, Neaqara/Hakim MK Peill
dan Ekspedisi Y =71 05l .
Negara/Hakim MK
Pengelolaan .
Kerumahtanggaan, Pengiriman dan Jakarta Pusat -IgeKeri.m\;?l i Penagadaan
49 [(Pengadaan, Pengepakan Lewat 1 Paket APBN (Kota),Jakarta Penge akan Lewat |Lan gsun 500.000.000
Perlengkapan, Arsip, |PT. POS Indonesia Pusat (Kota) PT I%(I)OS Ind ; gsung
dan Ekspedisi ' hdonesia
TKDN: Ya
Pengelolaan Sewa Backup Pusat Biaya Sewa
Kerumahtanggaan, Data, Backup Telara Eeal Backup Pusat )
50 |Pengadaan, Jaringan Pusat Data |1 Paket APBN (Kota) Data, Backup E-Purchasing 1.600.000.000
Perlengkapan, Arsip, |dan Koneksi Backup Jaringan Pusat
dan Ekspedisi Pusat Data Data dan Koneksi
Backup Pusat Data
Pengelolaan
Kerumahtanggaan, Jakarta Pusat TKDN: Tidak
51 |Pengadaan, Sewa Internet MKRI |1 Paket APBN (Kota),Jakarta Biaya Sewa E-Purchasing 700.000.000
Perlengkapan, Arsip, Pusat (Kota) Internet MK RI
dan Ekspedisi
Pengelolaan
Kerumahtanggaan, TKDN: Ya
52 |Pengadaan, Sewa Jaringan TV 12 Paket |APBN \(Jlglg?ar;a Pl Pengadaan Sewa Egrr: g:ltjjr?an 324.672.000
Perlengkapan, Arsip, Jaringan TV gsung
dan Ekspedisi
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Jakarta Pusat
TKDN: Ya
Egﬂ?ﬁgﬁgg aan Sewa Kendaraan é,lfggt) Jakarta Sewa Kendaraan
53 |p ggaan, Dinas Operasional Dinas Operasional :
engadaan, Mahk h Konstitusi 1 Paket APBN (Kota),Jakarta Mahk h E-Purchasing 2.199.000.000
Perlengkapan, Atsip. | ahin 2018 busat Konstitusi Tahun
dan Ekspedisi (Kota),Jakarta 2018
Pusat (Kota)
Jakarta Pusat
(Kota),Jakarta TKDN: Ya
Pengelolaan Sewa Kendaraan Pusat Sewa Kendaraan
Kerumahtanggaan, Dinas Operasional (Kota),Jakarta Dinas Operasional )
54 |Pengadaan, Pejabat Negara 1 Paket APBN Pusat Pejabat Negara E-Purchasing 3.431.914.000
Perlengkapan, Arsip, |Mahkamah Konstitusi (Kota),Jakarta Makamah
dan Ekspedisi Tahun 2018 Pusat Konstitusi Tahun
(Kota),Jakarta 2018
Pusat (Kota)
Pengelolaan
Kerumahtanggaan, .
55 [Pengadaan, Eg\r/]v&Peralatan 1 Paket APBN \(Jlglég;a Pusat -lls-gDaNégv?a UPS Lelang Umum 300.000.000
Perlengkapan, Arsip, y
dan Ekspedisi
Pengelolaan TKDN: Y
:Ya
Kerumahtanggaan, S
ewa Perijinan Jakarta Pusat Pengadaan Pengadaan
56 |Pengadaan, : Frekuensi 1 Paket ! (Kota) Sewa/Perijinan Langsung 10.943.000
Perlengkapan, Arsip, AT
dan Ekspedisi
Pengelolaan TKDN: Ya
Kerumahtanggaan, Pemeliharaan Jakarta Pusat Biaya
57 |Pengadaan, Peralatan dan Mesin |1 Paket APBN (Kota) Pemeliharaan Tender Cepat 800.052.000
Perlengkapan, Arsip, |Lainnya Peralatan dan
dan Ekspedisi, Mesin Lainnya
Pengelolaan _
Kerumahtanggaan, TKDN: Tidak
Pengadaan, Pengadaan
Perlengkapan, Arsip, (I;’:rr]]?(%dnaégg SP:rrtZLIatan Peralatan dan
dan Ekspedisi, - APBN, Jakarta Pusat Konten serta
58 Pembangunan, gg_rgrealllrr‘la‘ggggﬁﬁjus?at 1 Paket APBN (Kota) Pemeliharaan Tender Cepat 1.043.200.000
Rehabilitasi, Tajhun 2018 Pusat Sejarah
Pengadaan, Konstitusi Tahun
Peningkatan Sarana 2018
dan Prasarana,
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59

Pengelolaan
Keuangan,
Administrasi Hakim
dan Kepegawaian

Pengadaan Jasa In
House Clinic dan
Obat-Obatan
Mahkamah Konstitusi
RI TA 2018

1 Paket APBN

Jakarta Pusat
(Kota),Jakarta
Pusat (Kota)

TKDN: Ya
Pengadaan Jasa In
House Clinic dan
Obat-Obatan
Mahkamah
Konstitusi RI TA
2018

Lelang Umum

2.000.000.000

60

Penyusunan Rencana
Kerja Anggaran,
Evaluasi,
Pengawasan,
Organisasi dan Tata
Laksana,

Kegiatan

Pengukuran dan
Monitoring Kinerja

Nama Paket

1 Paket APBN

Jakarta Pusat
(Kota)

Lokasi

TKDN: Ya
Bentuk dari
kegiatan ini
meliputi survei:
1.Tingkat
Kepuasan
Penggunaan
Sistem Informasi
Penanganan
Perkara;

2.Indek
Kepercayaan
Masyarakat
Terhadap Sistem
Peradilan MK
3.Indeks
Aksesabilitas
terhadap Data dan
Informasi
Penanganan
Perkara Online
4.Indeks Persepsi
Media

5.Indeks
Pelayanan
Administrasi Umum
6.Indeks
Pelayanan
Penanganan
Perkara

Keterangan

Mahkamah Konstitusi Ri: Mahkamah Konstitusi Ri

Seleksi

Pemilihan
Penyedia

300.000.000

1.2. Draf Paket Penyedia




SIRUP LKPP

TKDN: Tidak
Melakukan
ngggﬁt%%?an’ gengadaan Meubelair ) Pekerjaan
' an PC CPNS Jakarta Pusat Pengadaan ;
Eggignadkg?gr’] Sarana Mahkamah Konstitusi 1 Paket APBN (Kota) Meubelair dan PC E-Purchasing 1.234.860.000
ighiConnnlivg Tahun 2018 CPNS Mahkamah
! Konstitusi Tahun
2018
Renabiias | |Pengadaan Peralatan s
Pengadaan, OB PRI g moper |gEny L P Peralatandan  |E-Purchasin 3.195.554.000
g ; Kantor Mahkamah (Kota) 9 TETee
Peningkatan Sarana e eS| T 2096 Perlengkapan
dan Prasarana, Kantor
TKDN: Ya
Melakukan
ggﬂwé)gﬁ%g?an, Pengadaan Sarana Pekerjaan
' Prasarana Fasilitas Jakarta Pusat Pengadaan Sarana ;
Eggignadk%?gr,] Sarana Persidangan 1 Paket APBN (Kota) Prasarana Easilitas E-Purchasing 1.000.000.000
dan Pgrjasarana Mahkamah Konstitusi Persidangan
' Mahkamah
Konstitusi
Pengelolaan
Kerumahtanggaan, Belanja Biaya
Pengadaan, Pemeliharaan Gedung APBN TKDN: Tidak 22'958'007'08
Perlengkapan, Arsip, |dan Bangunan
dan Ekspedisi
Pengelolaan
Kerumahtanggaan, Belanja Biaya
Pengadaan, Pemeliharaan APBN TKDN: Tidak 540.694.000
Perlengkapan, Arsip, |Peralatan dan Mesin
dan Ekspedisi
Pengelolaan \ll_glr(lilrr:lan Transportasi
Kerumahtanggaan, Konstitusi/Sewa T
Pengadaan, P ——— APBN TKDN: Tidak 3.431.914.000
Perlengkapan, Arsip, : :
dan Ekspedisi (l\?gg;artglonal Pejabat
Pengelolaan
Kerumahtanggaan,
Pengadaan, Pengadaan Jas Untuk APBN TKDN: Tidak 237.476.000

Perlengkapan, Arsip,
dan Ekspedisi

Pegawai
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Pengelolaan
Kerumahtanggaan, .
8 |Pengadaan, pengadaan Pakaian APBN TKDN: Tidak 360.460.000
Perlengkapan, Arsip,
dan Ekspedisi
Pengelolaan Sewa Backup Pusat
Kerumahtanggaan, Data, Backup
9 |Pengadaan, Jaringan Pusat Data, APBN TKDN: Tidak 1.600.000.000
Perlengkapan, Arsip, |dan Koneksi Backup
dan Ekspedisi Pusat Data
Pengelolaan
Kerumahtanggaan,
10 |Pengadaan, Sewa Internet MKRI APBN TKDN: Tidak 700.000.000
Perlengkapan, Arsip,
dan Ekspedisi
Pengelolaan
Kerumahtanggaan,
11 |Pengadaan, Sewa Kendaraan APBN TKDN: Tidak 2.199.000.000
Perlengkapan, Arsip, P
dan Ekspedisi
Pengelolaan
Kerumahtanggaan,
12 |Pengadaan, Sewa PR APBN TKDN: Tidak 300.000.000
Perlengkapan, Arsip,

dan Ekspedisi
Total 37.757.965.000
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2. Paket Swakelola
2.1. Paket Swakelola Terumumkan

Kegiatan Nama Paket Volume Sumber Dana Lokasi Keterangan
1 [Pelayanan Hubungan Dukungan 12 Bulan APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Kegiatan Dukungan 2.144.590.000
Masyarakat, Hukum dan Penyelenggaraan APBN, APBN Penyelenggaraan Program AACC
Kerjasama, TU Pimpinan dan [Program AACC dan dan Sekretariat Tetap Bidang
Protokol, TU Kepaniteraan dan |Sekretariat Tetap Perencanaan dan Koordinasi
Risalah Bidang Perencanaan dalam rangka pelaksanaan
dan Koordinasi Fungsi/Tugas Sekretariat Tetap

Bidang Perencanaan dan
koordinasi yaitu untuk mengelola
penyelenggaraan dan manajemen
organisasi AACC, memberikan
dukungan bagi peningkatan kerja
sama dengan pihak eksternal,
serta mengkoordinasi kegiatan
yang dilaksanakan oleh asosiasi
dan setiap anggota AACC.

2 |Pelayanan Hubungan Internasionalisasi 10 Putusan |APBN Jakarta Pusat (Kota) Sebagai bagian dari anggota 228.593.000
Masyarakat, Hukum dan Putusan MK asosiasi MK se Asia, Mahkamah
Kerjasama, TU Pimpinan dan Konstitusi berusaha untuk
Protokol, TU Kepaniteraan dan memberikan peran dalam
Risalah pergaulan dunia dengan

memasyarakatkan dan
mensosialisasikan putusan-
putusan ke dunia internasional.
Internasionalisasi Putusan
MKdipublikasikan melalui website
MK serta website mitra kerja
internasional, antara lain AACC,
Venice Commission, serta Asian
Law Center Universitas Indonesia.
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Kegiatan Nama Paket Volume Sumber Dana Keterangan
3 |Pelayanan Hubungan Operasional Humas 12 Bulan APBN, APBN [Jakarta Pusat (Kota) Sejak 2005 Mahkamah Konstitusi 14.400.000
Masyarakat, Hukum dan sudah melaksanakan kegiatan ini
Kerjasama, TU Pimpinan dan dalam bentuk kegiatan-kegiatan
Protokol, TU Kepaniteraan dan operasional rutin yang berkaitan
Risalah dengan kegiatan pimpinan dari sisi

kehumasan. Tahapan kegiatan ini
adalah a. Penyusunan jadwal
kegiatan pimpinan di dalam dan
luar kota setiap bulannya; b.
Penyusunan jadwal peliputan
Mahkamah Konstitusi; c.
Penyusunan jadwal kegiatan
kehumasan (Dialog dengan insan
pers, Tokoh masyarakat, Lembaga
Negara dan organisasi lainnya);d.
Koordinasi pelaksanaan kegiatan
dengan penyelenggara kegiatan
dengan sarana pendukung
komunikasi; e. Pendampingan
kegiatan Pimpinan; f. Evaluasi
Kegiatan dan laporan Kegiatan

4 |Pelayanan Hubungan Operasional Layanan |1 Layanan [APBN, APBN |Jakarta Pusat (Kota) Layanan informasi penanganan 74.600.000
Masyarakat, Hukum dan Informasi Penanganan perkara konstitusi bertujuan
Kerjasama, TU Pimpinan dan |Perkara Konstitusi mewujudkan pelayanan cepat,
Protokol, TU Kepaniteraan dan tepat, dan sederhana dengan
Risalah membuat dan mengembangkan

sistem penyediaan layanan
informasi secara cepat, mudah,
dan wajar sesuai dengan petunjuk
teknis standar layanan informasi
publik yang berlaku secara
nasional. Tahapan Kegiatan ini
terdiri dari : a. Penerimaan
permintaan pemberian pelayanan
informasi perkara konstitusi; b.
Proses pemenuhan permintaan
informasi penanganan perkara
konstitusi; c. Koordinasi dengan
unit kerja terkait dalam
memberikan informasi tentang
penanganan perkara konstitusi; d.
Penyusunan rekapitulasi
permintaan pelayanan informasi
penanganan perkara konstitusi; e.
Laporan Kegiatan ; f. Evaluasi
Kegiatan dan Anggaran
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Nama Paket

Volume

Sumber Dana

Keterangan
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Pelayanan Hubungan Operasional TU 12 Bulan APBN, APBN, [Jakarta Pusat Kegiatan Tata Usaha Pimpinan 5.760.500.000
Masyarakat, Hukum dan Pimpinan dan Protokol APBN, APBN, |(Kota),Jakarta Pusat dan Keprotokolan merupakan
Kerjasama, TU Pimpinan dan APBN (Kota) salah satu bentuk kegiatan
Protokol, TU Kepaniteraan dan pelayanan terhadap kegiatan
Risalah pimpinan Mahkamah Konstitusi,
tamu pimpinan dan kegiatan
kenegaraan lainnya di lingkungan
maupun yang terkait dengan MK
Pelayanan Hubungan Pelayanan Informasi 12 Bulan APBN, APBN [Jakarta Pusat Kegiatan pelayanan informasi dan 110.000.000
Masyarakat, Hukum dan dan Dokumentasi (Kota),Jakarta Pusat dokumentasi merupakan salah
Kerjasama, TU Pimpinan dan (Kota) satu bentuk dan cara suatu
Protokol, TU Kepaniteraan dan organisasi dalam
Risalah memasyarakatkan produk atau
institusi kepada masyarakat luas
Pelayanan Hubungan Pembinaan Hukum dan |12 Bulan APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Penyelenggaraan Kegiatan 50.000.000
Masyarakat, Hukum dan Kerjasama APBN, APBN Pembinaan Hukum dan Kerjasama
Kerjasama, TU Pimpinan dan terdiri dari tahap : a. Penyusunan
Protokol, TU Kepaniteraan dan jadwal kegiatan pembinaan hukum
Risalah sesuai dengan perkembangan
penanganan bantuan hukum di
MK; b. Penyusunan kegiatan kerja
sama dengan mitra kerja; c.
Koordinasi pelaksanaan kegiatan
dengan penyelenggara kegiatan;
d. Pelayanan pembinaan dan
bantuan hukum; e. Pelayanan
operasional kerja sama MKRI; f.
Evaluasi Kegiatan dan laporan
Kegiatan
Pelayanan Hubungan Pengadaan Jasa 1 Paket APBN Jakarta Pusat (Kota) Sejak tahun 2009 MK telah 2.625.000.000
Masyarakat, Hukum dan Penyusunan Bahan mengadakan jasa penyusunan
Kerjasama, TU Pimpinan dan |Publikasi MK bahan publikasi Mk yang meliputi,
Protokol, TU Kepaniteraan dan jasa penulis, jasa lay outer, tim
Risalah editor, reporter, penterjemah dan
fotografer untuk menyusun materi
publikasi MK selama 1 tahun
anggaran (Kontrak Perorangan)
Pelayanan Hubungan Pengelolaan Layanan |3 Kegiatan |APBN, APBN, |Jakarta Pusat (Kota) Bentuk dari kegiatan ini meliputi : 121.500.000
Masyarakat, Hukum dan Perpustakaan APBN 1) Fumigasi koleksi pustaka

Kerjasama, TU Pimpinan dan
Protokol, TU Kepaniteraan dan
Risalah

2) Penyampulan dan penijilidan
koleksi pustaka

3) IT Perpustakaan

4) Penyusunan Katalog Online
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Kegiatan

Pelayanan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan
Kerjasama, TU Pimpinan dan
Protokol, TU Kepaniteraan dan
Risalah

Nama Paket

Pengelolaan Pusat
Sejarah Konstitusi dan
Mahkamah Konstitusi

Volume
12 Bulan

Sumber Dana

APBN, APBN,
APBN

Jakarta Pusat (Kota)

Keterangan

Bentuk dari kegiatan ini meliputi :
a. Pengelolaan Puskon dan MK
b. Pengenalan sejarah MK dan
Konstitusi di Indonesia

SIRUP LKPP

150.000.000

11

Pelayanan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan
Kerjasama, TU Pimpinan dan
Protokol, TU Kepaniteraan dan
Risalah

Penyelenggaraan
Kerjasama Dalam
Negeri

10 Kegiatan

APBN, APBN,
APBN, APBN,
APBN, APBN

Jakarta Pusat
(Kota),Jakarta Pusat
(Kota),Jakarta Pusat
(Kota)

Dalam rangka mewujudkan
Mahkamah Konstitusi sebagai
penyelenggara kekuasaan
kehakiman yang merdeka, bebas
dari pengaruh kekuasaan lembaga
lainnya dalam menegakkan hukum
dan keadilan, dan menjaga
independensi, transparansi serta
kegiatan persidangan yang cepat
dan akuntabel, Mahkamah
Konstitusi sangat memerlukan
dukungan dari berbagai pihak
seperti mahasiswa, pengajar atau
akademisi, aparat negara,
lembaga negara, partai politik,
organisasi masyarakat dan seluruh
aspek kalangan masyarakat yang
luas. Maka, dipandang penting
untuk mengupayakan kegiatan
yang menyentuh pada peningkatan
kesadaran konstitusi bagi berbagai
komponen masyarakat. Hal ini
dapat dilakukan melalui adanya
kegiatan seminar, pelatihan, pekan
konstitusi, debat konstitusi,
sarasehan kepada masyarakat
luas atau dapat pula dalam bentuk
kegiatan penerimaan kujungan dari
masyarakat yang ingin menggali
dan melakukan studi ke
Mahkamah Konstitusi.

2.400.000.000

12

Pelayanan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan
Kerjasama, TU Pimpinan dan
Protokol, TU Kepaniteraan dan
Risalah

Penyelenggaraan
Kerjasama Luar Negeri

8 Negara

APBN, APBN,
APBN, APBN,
APBN

Jakarta Pusat (Kota)

Kegiatan ini sebagai wujud nyata
kerjasama antara MK dengan mitra
kerja di luar negeri yaitu melalui
kunjungan kerja hakim konstitusi
ke Mahkamah Konstitusi di luar
negeri untuk saling berbagi ide,
pengalaman dan pemikiran
intelektual dalam perkembangan
konstitusi

7.900.291.000
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Kegiatan

Pelayanan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan
Kerjasama, TU Pimpinan dan
Protokol, TU Kepaniteraan dan
Risalah

Nama Paket

Pertemuan Koordinasi
dengan Fakultas
Hukum

Volume
1 Kegiatan

Sumber Dana

APBN, APBN,
APBN, APBN,
APBN, APBN

Lokasi
Jakarta Pusat (Kota)

Keterangan

Pertemuan Koordinasi antara
Mahkamah Konstitusi dengan
fakultas hukum perguruan tinggi
yang telah bekerjasama dengan
Mahkamah Konstitusi., yang terdiri
dari : a. Dekan Fakultas Hukum; b.
Ketua Departemen HTN/HAN; c.
Pengelola video conference; d.
APHAMK.

SIRUP LKPP

Pagu
615.000.000

14

Pelayanan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan
Kerjasama, TU Pimpinan dan
Protokol, TU Kepaniteraan dan
Risalah

Publikasi Perpustakaan
Konstitusi

4 Kegiatan

APBN, APBN,
APBN

Jakarta Pusat (Kota)

Penyelenggaraan Publikasi
Perpustakaan Konstitusi bertujuan
untuk Menyosialisasikan
penyediaan dan layanan informasi
hukum di perpustakaan kepada
khalayak umum serta melakukan
kerjasama dengan lembaga hukum
lain

137.000.000

15

Pelayanan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan
Kerjasama, TU Pimpinan dan
Protokol, TU Kepaniteraan dan
Risalah

Short Cc_)urse
Internasional

1 Paket

APBN, APBN,
APBN, APBN

Jakarta Pusat (Kota)

Program Short Course
Internasional merupakan program
pelatihan singkat (short-course)
bagi pegawai/karyawan di
lingkungan Mahkamah
Konstitusi.Program short course ini
juga mengikut-sertakan
pegawai/karyawan Mahkamah
Konstitusi luar negeri yang dikirim
untuk mengikuti program tersebut
di Mahkamah Konstitusi RI
Program ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kontribusi
pegawai/karyawan untuk
perkembangan internasionalisasi
dukungan administrasi peradilan
konstitusi dan penyelenggaraan
pengelolaan peradilan konstitusi
yang lebih baik di lingkungan
Mahkamah Konstitusi

130.240.000

16

Penanganan Perkara PUU,
SKLN, PHPU Legislatif, PHPU
Presiden dan Wakil Presiden,
PHPU Gubernur, PHPU Bupati,
PHPU Walikota dan Perkara
Lainnya

Dewan Etik Hakim
Konstitusi

12 Bulan

APBN, APBN,
APBN, APBN

Jakarta Pusat (Kota)

Biaya Operasional Dewan Etik
Hakim Konstitusi

2.244.000.000
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Kegiatan Nama Paket Volume Sumber Dana Keterangan
17 |Penanganan Perkara PUU, Jurnal Mahkamah 6 Edisi APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Biaya Penyusunan Jurnal MK 826.680.000
SKLN, PHPU Legislatif, PHPU [Konstitusi APBN, APBN,
Presiden dan Wakil Presiden, APBN
PHPU Gubernur, PHPU Bupati,
PHPU Walikota dan Perkara
Lainnya
18 |Penanganan Perkara PUU, Kajian Perkara 20 Kegiatan [APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Biaya Kajian Perkara Konstitusi, 954.138.000
SKLN, PHPU Legislatif, PHPU |Konstitusi, Hukum dan APBN, APBN, Hukum dan Tata Negara
Presiden dan Wakil Presiden, |Tata Negara APBN, APBN
PHPU Gubernur, PHPU Bupati,
PHPU Walikota dan Perkara
Lainnya
19 |Penanganan Perkara PUU, Manajemen ICT 12 Bulan APBN Jakarta Pusat (Kota) Biaya Manajemen ICT (Perjanjian 672.116.000
SKLN, PHPU Legislatif, PHPU Perorangan)
Presiden dan Wakil Presiden,
PHPU Gubernur, PHPU Bupati,
PHPU Walikota dan Perkara
Lainnya
20 |Penanganan Perkara PUU, Operasional 12 Bulan APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Biaya Operasional Persidangan 4.696.560.000
SKLN, PHPU Legislatif, PHPU [Persidangan Jarak APBN, APBN Jarak Jauh
Presiden dan Wakil Presiden, |Jauh
PHPU Gubernur, PHPU Bupati,
PHPU Walikota dan Perkara
Lainnya
21 |Penanganan Perkara PUU, Operasional TU 1 Paket APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Biaya Operasional TU 2.405.888.000
SKLN, PHPU Legislatif, PHPU |Kepaniteraan dan APBN, APBN, Kepaniteraan dan Risalah
Presiden dan Wakil Presiden, |Risalah APBN, APBN,
PHPU Gubernur, PHPU Bupati, APBN, APBN
PHPU Walikota dan Perkara
Lainnya
22 |Penanganan Perkara PUU, Penanganan Perkara [112 PerkaralAPBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Biaya Penanganan Perkara PHPU 40.364.240.000
SKLN, PHPU Legislatif, PHPU |PHPU Legislatif, PHPU APBN, APBN Legislatif, PHPU Presiden dan
Presiden dan Wakil Presiden, |Presiden dan Wakil Wakil Presiden, PHPU Gubernur,
PHPU Gubernur, PHPU Bupati, |Presiden, PHPU PHPU Bupati, PHPU Walikota
PHPU Walikota dan Perkara Gubernur, PHPU
Lainnya Bupati, PHPU Walikota
23 |Penanganan Perkara PUU, Penanganan Perkara [108 PerkaralAPBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Biaya Penanganan Perkara PUU, 62.713.116.000
SKLN, PHPU Legislatif, PHPU |PUU, SKLN, Perkara APBN SKLN, Perkara Lainnya
Presiden dan Wakil Presiden, [Lainnya
PHPU Gubernur, PHPU Bupati,
PHPU Walikota dan Perkara
Lainnya
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Kegiatan

Nama Paket

Volume

Sumber Dana

Keterangan
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24 |Penanganan Perkara PUU, Penelitian tentang 9 Penelitian |APBN, APBN, |Jakarta Pusat (Kota) Biaya Penelitian tentang Hukum 582.310.000
SKLN, PHPU Legislatif, PHPU |Hukum dan Konstitusi APBN, APBN, dan Konstitusi
Presiden dan Wakil Presiden, APBN
PHPU Gubernur, PHPU Bupati,
PHPU Walikota dan Perkara
Lainnya
25 |Penanganan Perkara PUU, Pengembangan TIK 1 Paket APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Biaya Pengembangan TIK 500.000.000
SKLN, PHPU Legislatif, PHPU APBN
Presiden dan Wakil Presiden,
PHPU Gubernur, PHPU Bupati,
PHPU Walikota dan Perkara
Lainnya
26 |Penanganan Perkara PUU, Penyusunan Peraturan |1 PMK APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Biaya Penyusunan Peraturan 338.686.000
SKLN, PHPU Legislatif, PHPU |Mahkamah Konstitusi APBN, APBN, Mahkamah Konstitusi
Presiden dan Wakil Presiden, APBN
PHPU Gubernur, PHPU Bupati,
PHPU Walikota dan Perkara
Lainnya
27 |Penanganan Perkara PUU, Penyusunan Peraturan |1 PMK APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Biaya Penyusunan Peraturan 380.929.000
SKLN, PHPU Legislatif, PHPU |Mahkamah Konstitusi APBN, APBN, Mahkamah Konstitusi tentang
Presiden dan Wakil Presiden, [tentang Pedoman APBN Pedoman Beracara dalam
PHPU Gubernur, PHPU Bupati, [Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan
PHPU Walikota dan Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati dan Walikota
Lainnya Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota
28 [Penanganan Perkara PUU, Tenaga Perbantuan 1 Paket APBN Jakarta Pusat (Kota) Tenaga Perbantuan Persidangan 319.275.000
SKLN, PHPU Legislatif, PHPU |Persidangan PHP PHP Gubernur, Bupati, dan
Presiden dan Wakil Presiden, |Gubernur, Bupati, dan Walikota
PHPU Gubernur, PHPU Bupati, |Walikota
PHPU Walikota dan Perkara
Lainnya
29 |Pendidikan dan Pelatihan Hak [Diseminasi Putusan 2 Paket APBN Jakarta Pusat (Kota) Biaya Diseminasi Putusan 543.640.000
Konstitusional Warga Negara MK Mahkamah Konstitusi
serta Diseminasi Perkara
Konstitusi dan Putusan MK
30 |Pendidikan dan Pelatihan Hak [Evaluasi Pendidikan 1 Dokumen |APBN, APBN, |Bogor (Kota) Biaya Kegiatan Evaluasi 100.000.000
Konstitusional Warga Negara |dan Pelatihan Hak APBN, APBN, Pendidikan dan Pelatihan Hak
serta Diseminasi Perkara Konstitusional Warga APBN Konstitusional Warga Negara
Konstitusi dan Putusan MK Negara
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31 |Pendidikan dan Pelatihan Hak [Pendidikan dan 2 Kegiatan |APBN, APBN, |Bogor (Kota),Bogor Biaya Kegiatan Pendidikan dan 690.000.000
Konstitusional Warga Negara |Pelatihan Peningkatan APBN, APBN, |(Kota),Bogor (Kota) Pelatihan Peningkatan
serta Diseminasi Perkara Pemahaman Hak APBN Pemahaman Hak Konstitusional
Konstitusi dan Putusan MK Konstitusional Warga Warga Negara dan Hukum Acara
Negara dan Hukum Peradilan Konstitusi bagi Praktisi
Acara Peradilan Hukum
Konstitusi bagi Praktisi
Hukum
32 |Pendidikan dan Pelatihan Hak [Pendidikan dan 2 Kegiatan |APBN, APBN, |Bogor (Kota) Biaya Kegiatan Pendidikan dan 1.395.000.000
Konstitusional Warga Negara |Pelatihan Peningkatan APBN, APBN, Pelatihan Peningkatan
serta Diseminasi Perkara Pemahaman Hak APBN Pemahaman Hak Konstitusional
Konstitusi dan Putusan MK Konstitusional Warga Warga Negara dan Hukum Acara
Negara dan Hukum Peradilan Konstitusi bagi Guru dan
Acara Peradilan Dosen
Konstitusi bagi Guru
dan Dosen
33 |Pendidikan dan Pelatihan Hak [Pendidikan dan 2 Kegiatan |APBN, APBN, |Bogor (Kota) Biaya Kegiatan Pendidikan dan 3.920.293.000
Konstitusional Warga Negara |Pelatihan Peningkatan APBN, APBN, Pelatihan Peningkatan
serta Diseminasi Perkara Pemahaman Hak APBN, APBN Pemahaman Hak Konstitusional
Konstitusi dan Putusan MK Konstitusional Warga Warga Negara dan Hukum Acara
Negara dan Hukum Peradilan Konstitusi bagi
Acara Peradilan Mahasiswa dan Pelajar
Konstitusi bagi
Mahasiswa dan Pelajar
34 |Pendidikan dan Pelatihan Hak [Pendidikan dan 13 Kegiatan [APBN, APBN, |Bogor (Kota),Bogor MK merencanakan kegiatan 7.617.750.000
Konstitusional Warga Negara |Pelatihan Peningkatan APBN, APBN, |(Kota),Bogor (Kota),Bogor |[Pendidikan Hak Konstitusional
serta Diseminasi Perkara Pemahaman Hak APBN (Kota) Warga Negara dan Hukum Acara

Konstitusi dan Putusan MK

Konstitusional Warga
Negara dan Hukum
Acara Peradilan
Konstitusi bagi Partai
Politik dan Peserta
Pemilu/Pilkada

Peradilan Konstitus idalam rangka
penyelesaian perselisihan hasil
pemilihan umum dengan
pemangku kepentingan yang
mempunyai peran strategis dalam
proses pelaksanaan demokrasi,
yang diharapkan masyarakat luas
sebagai komponen negara dapat
berperan aktif dalam menciptakan
demokrasi yang bermartabat.
Salah satu stake holder itu adalah
Partai Politik, Tokoh Masyarakat
dan Peserta Pemilu/Pemilukada
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35 |Pendidikan dan Pelatihan Hak [Pendidikan dan 8 Kegiatan |APBN, APBN, |Bogor (Kota),Bogor MK merencanakan kegiatan 2.100.600.000
Konstitusional Warga Negara |Pelatihan Peningkatan APBN, APBN |(Kota),Bogor (Kota) Pendidikan Hak Konstitusional
serta Diseminasi Perkara Pemahaman Hak Warga Negara dan Hukum Acara
Konstitusi dan Putusan MK Konstitusional Warga Peradilan Konstitusi dalam rangka
Negara dan Hukum penyelesaian perselisihan hasil
Acara Peradilan pemilihan umum dengan
Konstitusi bagi pemangku kepentingan yang
Penyelenggara Pemilu/ mempunyai peran strategis dalam
Pilkada proses pelaksanaan demokrasi,
yang diharapkan masyarakat luas
sebagai komponen negara dapat
berperan aktif dalam menciptakan
demokrasi yang bermartabat.
Salah satu stake holder itu adalah
Penyelenggara Pemilu dan
Pemilukada
36 |Pendidikan dan Pelatihan Hak [Penyusunan dan 2 dokumen |APBN, APBN, |Bogor (Kota),Bogor (Kota) [Penyusunan kurikulum berisi 250.000.000
Konstitusional Warga Negara |Penyempurnaan APBN, APBN, tentang rincian gambaran jenis
serta Diseminasi Perkara Kurikulum dan Silabus APBN, APBN pendidikan dan materi yang akan
Konstitusi dan Putusan MK Pendidikan dan diberikan kepada peserta
Pelatihan Hak pendidikan. Di samping itu untuk
Konstitusional Warga mendukung keberadaan kurikulum
Negara yang sudah ditetapkan maka
diperlukan juga adanya silabus
yang dapat memandu pengajar
maupun peserta pendidikan dan
memahami pancasila, konstitusi
dan mahkamah konstitusi
37 |Pendidikan dan Pelatihan Hak [Penyusunan dan 2 dokumen |APBN, APBN, |Bogor (Kota),Bogor (Kota) [Penyusunan buku yang berisi nilai- 300.000.000
Konstitusional Warga Negara |Penyempurnaan Modul APBN, APBN, nilai pancasila, konstitusi dan
serta Diseminasi Perkara dan Buku Pendidikan APBN, APBN mahkamah konstitusi yang dapat
Konstitusi dan Putusan MK Hak Konstitusional digunakan sebagai pendukung
Warga Negara dalam proses pendidikan
38 |Pendidikan dan Pelatihan Hak |Penyusunan Rencana |1 Dokumen [APBN, APBN, |Bogor (Kota),Bogor (Kota) |Biaya Penyusunan Rencana 100.000.000
Konstitusional Warga Negara |Penyelenggaraan APBN, APBN, penyelenggaran Pendidikan dan
serta Diseminasi Perkara Pendidikan dan APBN Pelatihan Hak Konstitusional
Konstitusi dan Putusan MK Pelatihan Hak Warga Negara dan Hukum acara
Konstitusional Warga peradilan Konstitusi
Negara dan Hukum
Acara Peradilan
Konstitusi Tahun 2019
39 |Pengelolaan Digitalisasi Arsip MKRI |2 Paket APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Penyelenggaraan Kegiatan 248.900.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, APBN Digitalisasi Arsip MKRI

Perlengkapan, Arsip, dan
Ekspedisi
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40 |Pengelolaan Jaminan Keamanan 12 Bulan APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Penyelenggaraan Jaminan 2.334.288.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |Hakim Konstitusi APBN Keamanan Hakim Konstitusi
Perlengkapan, Arsip, dan
Ekspedisi

41 |Pengelolaan Kegiatan Pengamanan |12 Bulan APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Penyelenggaraan Pengamanan 1.381.050.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |Persidangan APBN Persidangan
Perlengkapan, Arsip, dan
Ekspedisi

42 |Pengelolaan Pembinaan 3 Kegiatan |APBN, APBN, [Jakarta Barat (Kota) Penyelenggaraan Pembinaan 198.280.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |Administrasi APBN, APBN, Administrasi Perlengkapan
Perlengkapan, Arsip, dan Perlengkapan APBN
Ekspedisi

43 |Pengelolaan Pembinaan 12 Bulan APBN, APBN [Jakarta Pusat Penyelenggaraan Pembinaan 26.400.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |[Kerumahtanggaan (Kota),Jakarta Pusat Kerumahtanggaan
Perlengkapan, Arsip, dan (Kota),Jakarta Pusat
Ekspedisi (Kota)

44 |Pengelolaan Pembinaan 1 Kegiatan |APBN, APBN, |Jakarta Pusat (Kota) Penyelenggaraan Pembinaan 115.825.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |Pengelolaan Kearsipan APBN, APBN, Pengelolaan Kearsipan di
Perlengkapan, Arsip, dan di lingkungan MK APBN Lingkungan MK
Ekspedisi

45 |Pengelolaan Pengadministrasian 1 APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Pengadministrasian Data BMN 113.229.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |Data BMN Gedung Kegiatan/La |APBN Gedung Pusdiklat Cisarua dan
Perlengkapan, Arsip, dan Pusdiklat Cisarua dan |poran Gedung Inventaris Bekasi
Ekspedisi Gedung Inventaris

Bekas

46 |Pengelolaan Pengurusan/Penyimpa |4 Kegiatan |APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Penyelenggaraan Pengurusan/ 20.350.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, [nan BMN APBN Penyimpanan BMN
Perlengkapan, Arsip, dan
Ekspedisi

47 |Pengelolaan Penyusutan Arsip 2 Kegiatan [APBN Jakarta Pusat (Kota) Penyusutan Arsip MKRI 15.000.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, [MKRI
Perlengkapan, Arsip, dan
Ekspedisi

48 |Pengelolaan Keuangan, Diklat Bahasa Inggris |2 Paket APBN Jakarta Pusat (Kota) Penyelenggaraan Diklat Bahasa 8.160.000
Administrasi Hakim dan Inggris
Kepegawaian

49 |Pengelolaan Keuangan, Diklat Kepaniteraan 2 Kegiatan |APBN, APBN, |Jakarta Pusat (Kota) Biaya Diklat Kepaniteraan 600.000.000
Administrasi Hakim dan APBN, APBN,
Kepegawaian APBN

50 |Pengelolaan Keuangan, Diklat Motivasi dan 1 Kegiatan |APBN, APBN, |Jakarta Pusat (Kota) Biaya Penyelenggaraan Diklat 300.000.000
Administrasi Hakim dan Budaya Kerja APBN Motivasi dan Budaya Kerja
Kepegawaian
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51 |Pengelolaan Keuangan, Diklat Pimpinan 3 Kegiatan |APBN, APBN [Jakarta Pusat (Kota) Biaya Diklat Pimpinan 241.280.000
Administrasi Hakim dan
Kepegawaian
52 |Pengelolaan Keuangan, Diklat Teknis 10 Kegiatan |[APBN, APBN, |Jakarta Pusat (Kota) Penyelenggaraan Diklat Teknis 247.760.000
Administrasi Hakim dan Penyertaan APBN, APBN, Penyertaan
Kepegawaian APBN, APBN
53 |Pengelolaan Keuangan, Dokter dan Tenaga 12 Bulan APBN Jakarta Pusat (Kota) Biaya Dokter dan Tenaga 319.760.000
Administrasi Hakim dan Kesehatan bagi Hakim Kesehatan bagi Hakim Konstitusi
Kepegawaian Konstitusi
54 [Pengelolaan Keuangan, Gaji dan Tunjangan 14 Bulan APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Biaya Pembayaran Gaji dan 45,823.180.000
Administrasi Hakim dan APBN, APBN, Tunjangan
Kepegawaian APBN, APBN,
APBN, APBN,
APBN, APBN,
APBN, APBN,
APBN, APBN,
APBN, APBN,
APBN, APBN,
APBN, APBN,
APBN, APBN,
APBN
55 |Pengelolaan Keuangan, Internship ke MK Luar |4 Orang APBN, APBN, [Jakarta Pusat Biaya Penyelenggaraan Internship 1.000.000.000
Administrasi Hakim dan Negeri APBN, APBN |(Kota),Jakarta Pusat ke MK Luar Negeri
Kepegawaian (Kota)
56 |Pengelolaan Keuangan, Pembinaan 5 Kegiatan |APBN, APBN, |Jakarta Pusat Biaya Pembinaan Administrasi 461.950.000
Administrasi Hakim dan Administrasi APBN, APBN, [(Kota),Jakarta Pusat Kepegawaian
Kepegawaian Kepegawaian APBN, APBN, |(Kota)
APBN, APBN
57 [Pengelolaan Keuangan, Pembinaan 12 Bulan  |APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Biaya Pembinaan Administrasi 97.775.000
Administrasi Hakim dan Administrasi Keuangan APBN, APBN Keuangan
Kepegawaian
58 [Pengelolaan Keuangan, Pengambilan Sumpah |2 Kegiatan |APBN, APBN |Jakarta Pusat (Kota) Biaya Pengambilan Sumpah 13.650.000
Administrasi Hakim dan Jabatan Jabatan
Kepegawaian
59 [Pengelolaan Keuangan, Pengelola Anggaran 12 Bulan APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Biaya Pengelola Anggaran 1.323.000.000
Administrasi Hakim dan Layanan APBN, APBN,
Kepegawaian APBN, APBN
60 |Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Dana 12 Bulan APBN Jakarta Pusat (Kota) Pengelolaan Dana Operasional 1.200.000.000
Administrasi Hakim dan Operasional Pimpinan [Layanan Pimpinan
Kepegawaian
61 |Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Sistem 12 Bulan APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Biaya Pengelolaan Sistem 110.000.000
Administrasi Hakim dan Akuntansi Instansi Layanan APBN, APBN, Akuntansi Instansi
Kepegawaian APBN
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62 [Pengelolaan Keuangan, Penyelenggaraan 1 Laporan |APBN, APBN, |Jakarta Pusat Biaya Penyelenggaraan 135.597.000
Administrasi Hakim dan Baperjakat APBN (Kota),Jakarta Pusat Baperjakat
Kepegawaian (Kota)

63 |Pengelolaan Keuangan, Penyusunan Laporan |17 Laporan |APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Biaya Penyusunan Laporan 57.982.000
Administrasi Hakim dan Keuangan APBN, APBN Keuangan
Kepegawaian

64 |Pengelolaan Keuangan, Placement Test dan 1 Paket APBN, APBN, [Jakarta Pusat Biaya Penyelenggaraan Placement 76.400.000
Administrasi Hakim dan Assesment Test APBN, APBN |(Kota),Jakarta Pusat Test dan Assesment Test
Kepegawaian (Kota)

65 [Pengelolaan Keuangan, Recharging Program |8 Orang APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Biaya Penyelenggaraan 4.000.000.000
Administrasi Hakim dan APBN, APBN Recharging Program
Kepegawaian

66 |Pengelolaan Keuangan, Rintisan Pendidikan 20 orang APBN Jakarta Pusat (Kota) Biaya Rintisan Pendidikan Gelar 2.000.000.000
Administrasi Hakim dan Gelar S2 dan S3 S2 dan S3
Kepegawaian

67 |Pengelolaan Keuangan, Workshop Persiapan |2 Kegiatan [APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Biaya Workshop Persiapan PHPU 1.258.149.000
Administrasi Hakim dan PHPU Legislatif, PHP APBN, APBN, Legislatif, PHP Presiden/Wakil
Kepegawaian Presiden/Wakil APBN Presiden

Presiden

68 |Penyusunan Rencana Kerja Evaluasi dan 43 Laporan |APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Penyelenggaraan Evaluasi dan 153.733.000
Anggaran, Evaluasi, Monitoring Kegiatan APBN, APBN Monitoring Kegiatan dan Anggaran
Pengawasan, Organisasi dan |dan Anggaran
Tata Laksana

69 [Penyusunan Rencana Kerja Evaluasi Pelaksanaan |5 Laporan |APBN, APBN, |Jakarta Pusat (Kota) Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 272.535.000
Anggaran, Evaluasi, Reformasi Birokrasi APBN, APBN Birokrasi
Pengawasan, Organisasi dan
Tata Laksana

70 |Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan 3 Laporan |APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 210.084.000
Anggaran, Evaluasi, Reformasi Birokrasi APBN, APBN
Pengawasan, Organisasi dan
Tata Laksana

71 [Penyusunan Rencana Kerja Pengukuran dan 3 Laporan |APBN, APBN [Jakarta Pusat (Kota) Pengukuran dan Monitoring 120.000.000
Anggaran, Evaluasi, Monitoring Kinerja Kinerja
Pengawasan, Organisasi dan
Tata Laksana

72 |Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan 8 Laporan |APBN, APBN, |Jakarta Pusat (Kota) Penyelenggaraan Sistem 1.304.801.000
Anggaran, Evaluasi, Sistem Pengendalian APBN, APBN, Pengendalian Intern Pemerintah
Pengawasan, Organisasi dan |Intern Pemerintah APBN, APBN

Tata Laksana
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73 |Penyusunan Rencana Kerja Penyempurnaan 3 Laporan |APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Penyempurnaan Manajemen 323.244.000
Anggaran, Evaluasi, Manajemen APBN, APBN Ketatalaksanaan Organisasi
Pengawasan, Organisasi dan |Ketatalaksanaan
Tata Laksana Organisasi

74 |Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Draft 1 Dokumen |APBN, APBN, |Jakarta Pusat (Kota) Penyelenggaraan Kegiatan 178.000.000
Anggaran, Evaluasi, Cetak Biru (Blue Print) APBN, APBN Penyusunan Draft Cetak Biru
Pengawasan, Organisasi dan |Mahkamah Konstitusi (Blue Print) Mahkamah Konstitusi
Tata Laksana Tahun 2020-2053 2020-2053

75 |Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Laporan |13 Laporan |APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Pelaksanaan Penyusunan Laporan 23.300.000
Anggaran, Evaluasi, Audit Kinerja atas APBN Audit Kinerja atas Pengelolaan
Pengawasan, Organisasi dan [Pengelolaan Keuangan Keuangan Negara
Tata Laksana Negara

76 |Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Laporan |9 Dokumen |APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Penyusunan Laporan Kinerja 58.500.000
Anggaran, Evaluasi, Kinerja APBN, APBN
Pengawasan, Organisasi dan
Tata Laksana

77 |Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana |13 APBN, APBN, [Jakarta Pusat Penyusunan Rencana Kerja dan 350.800.000
Anggaran, Evaluasi, Kerja dan Anggaran Dokumen |APBN, APBN |(Kota),Jakarta Pusat Anggaran
Pengawasan, Organisasi dan (Kota)
Tata Laksana

78 |Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Rencana |2 APBN, APBN [Jakarta Pusat (Kota) Penyusunan Rencana Kinerja 17.000.000
Anggaran, Evaluasi, Kinerja Kegiatan/D
Pengawasan, Organisasi dan okumen
Tata Laksana

79 |Penyusunan Rencana Kerja Rapat Kerja 1 APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Penyelenggaraan Rapat Kerja 650.000.000
Anggaran, Evaluasi, Kepaniteraan dan Kegiatan/La |APBN, APBN Kepaniteraan dan Sekretariat
Pengawasan, Organisasi dan |Sekretariat Jenderal poran Jenderal
Tata Laksana

80 |Penyusunan Rencana Kerja Rapat Kerja Mahkamah |1 APBN, APBN, [Jakarta Pusat (Kota) Penyelenggaraan Rapat Kerja 750.000.000
Anggaran, Evaluasi, Konstitusi Kegiatan/La |APBN, APBN, Mahkamah Konstitusi
Pengawasan, Organisasi dan poran APBN
Tata Laksana

81 |Penyusunan Rencana Kerja Rapat Koordinasi 12 Laporan |APBN, APBN, |Jakarta Pusat Penyelenggaraan Rapat 234.200.000
Anggaran, Evaluasi, Kepaniteraan dan APBN, APBN |(Kota),Jakarta Pusat Koordinasi Kepaniteraan dan

2.2. Draf Paket Swakelola
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1 [Pengelolaan Belanja Biaya 0.0 APBN 1.174.375.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |[Pemeliharaan Gedung
Perlengkapan, Arsip, dan dan Bangunan Lainnya
Ekspedisi
2 |Pengelolaan Belanja Biaya 0.0 APBN 323.200.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |Pemeliharaan
Perlengkapan, Arsip, dan Peralatan dan Mesin
Ekspedisi
3 |Pengelolaan Belanja Biaya 0.0 APBN 50.000.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |[Pemeliharaan
Perlengkapan, Arsip, dan Peralatan dan Mesin
Ekspedisi
4 |Pengelolaan Belanja Biaya 0.0 APBN 50.000.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |Pemeliharaan
Perlengkapan, Arsip, dan Peralatan dan Mesin
Ekspedisi
5 |Pengelolaan Belanja Biaya 0.0 APBN 800.052.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |[Pemeliharaan
Perlengkapan, Arsip, dan Peralatan dan Mesin
Ekspedisi
6 |Pengelolaan Belanja Biaya 0.0 APBN 1.280.600.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |Pemeliharaan
Perlengkapan, Arsip, dan Peralatan dan Mesin
Ekspedisi
7 |Pengelolaan Belanja Biaya 0.0 APBN 181.133.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |[Pemeliharaan
Perlengkapan, Arsip, dan Peralatan dan Mesin
Ekspedisi
8 |Pengelolaan Belanja Biaya 0.0 APBN 65.520.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |Pemeliharaan
Perlengkapan, Arsip, dan Peralatan dan Mesin
Ekspedisi
9 |Pengelolaan Belanja Keperluan 0.0 APBN 425.600.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |Perkantoran
Perlengkapan, Arsip, dan
Ekspedisi
10 [Pengelolaan Biaya Langganan Daya |0.0 APBN 6.312.864.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan,|dan Jasa
Perlengkapan, Arsip, dan
Ekspedisi
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11 [Pengelolaan Digitalisasi Arsip MKRI 0.0 APBN 416.170.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan,
Perlengkapan, Arsip, dan
Ekspedisi
12 [Pengelolaan Jaminan Keamanan 0.0 APBN 2.424.288.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |Hakim Konstitusi
Perlengkapan, Arsip, dan
Ekspedisi
13 [Pengelolaan Jamuan Tamu 0.0 APBN 2.249.449.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan,
Perlengkapan, Arsip, dan
Ekspedisi
14 [Pengelolaan Kegiatan Pengamanan |0.0 APBN 1.830.539.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |Persidangan
Perlengkapan, Arsip, dan
Ekspedisi
15 |Pengelolaan Keperluan Pokok 0.0 APBN 60.000.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |Sehari-hari
Perlengkapan, Arsip, dan Perkantoran Pusdik
Ekspedisi
16 [Pengelolaan Pemeliharaan Gedung |0.0 APBN 350.000.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |Kantor dan Rumah
Perlengkapan, Arsip, dan Negara Pusdik
Ekspedisi
17 [Pengelolaan Pemeliharaan 0.0 APBN 40.000.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |[Peralatan dan Mesin
Perlengkapan, Arsip, dan lainnya Pusdik
Ekspedisi
18 [Pengelolaan Pemeliharaan Pusat 0.0 APBN 727.000.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |Sejarah Konstitusi dan
Perlengkapan, Arsip, dan MK
Ekspedisi
19 |Pengelolaan Pengadaan 0.0 APBN 151.050.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |[makanan/minuman
Perlengkapan, Arsip, dan penambah daya tahan
Ekspedisi tubuh
20 [Pengelolaan Pengadaan Toga 0.0 APBN 144.000.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, [Hakim Konstitusi dan
Perlengkapan, Arsip, dan Lencana/PIN Pejabat
Ekspedisi Negara
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21 |Pengelolaan Pengiriman dan 0.0 APBN 500.000.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |Pengepakan Lewat Pos
Perlengkapan, Arsip, dan
Ekspedisi

22 |Pengelolaan Sewa Jaringan TV 0.0 APBN 324.672.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan,
Perlengkapan, Arsip, dan
Ekspedisi

23 |Pengelolaan Sewa/perijinan 0.0 APBN 10.943.000
Kerumahtanggaan, Pengadaan, |Frekuensi
Perlengkapan, Arsip, dan

Ekspedisi
Total 19.891.455.000
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